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ABSTRAK 

 

 Pietthy Dian Puspitasari (4516060018),  Analisis Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Spoiler di Kota Makassar, di bawah bimbingan Abdul Haris 

Hamid selaku  pembimbing I dan Suryana Hamid selaku pembimbing II. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah tindakan spoiler 

(beberan) penonton terhadap film yang ditayangkan di Bioskop Cinema  XXI kota 

Makasar  memenuhi unsur tindak pidana dan untuk mengetahui bentuk sanksi 

yang diterapkan kepada penonton yang melakukan spoiler (beberan) terhadap 

produk film yang ditayangkan di Bioskop di Kota Makassar. 

 Metode yang digunakan yaitu tipe penelitian Normatif Empiris.Metode 

penelitian Normatif Empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara 

pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris 

mengenai implementasi ketentuan  hukum  normatif (Undang-Undang) dalam 

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. Dimana penelitian dan pengumpulan data primernya diperoleh secara  

langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara secara langsubng dan data 

sekundernya sebagai landasan teori diperoleh melalui study kepustakaan.. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Bioskop XXI Mall Panakkukang, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Polrestabes Makassar.  Maka dapat 

disimpulkan bahwa bahwa penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak bioskop 

belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik ataupun Undang –Undang Hak Cipta. Dalam hal ini pengelola bioskop 

harusnya terbuka dalam hal tindak pidana spoiler ini agar pencipta dapat 

mengetahui mengenai kasus tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwajib 

agar tidak dirugikan dengan adanya kasus tersebut. 

 

Kata Kunci: Spoiler, Tindak Pidana, sanksi. 
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ABSTRACT 

Pietthy Dian Puspitasari (4516060018), Juridical Analysis of the Crime 

of Spoiler in Makassar City, under the guidance of Abdul Haris Hamid as 

supervisor I and Suryana Hamid as supervisor II. 

This study aims to determine whether the audience's spoilers against films 

screened in the Cinema XXI Cinema in Makassar fulfill the elements of a criminal 

act and to determine the form of sanctions applied to viewers who spoil film 

products shown in Cinemas in the City Makassar. 

The method used is the Normative Empirical research type. This 

Normative Empirical research method is basically an amalgamation of the 

normative legal approach with the addition of various empirical elements 

regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in action in any 

particular legal event that occurs in a society. . Where research and primary data 

collection are obtained directly at the research location through direct interview 

techniques and secondary data as a theoretical basis is obtained through literature 

study. Based on the results of the author's research at Cinema XXI Mall 

Panakkukang, Makassar City Information and Communication Office, Makassar 

Police.  it can be concluded that the application of sanctions by the cinema not in 

accordance with the provisions of the Information and Electronic Transactions 

Law or the Copyright Law. In this case, the cinema manager should be open about 

this spoiler crime so that the creator can find out about the case and report it to the 

authorities so as not to be harmed by the case. 

 

Keywords: Spoiler, Crime, sanctions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara 

jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”.
1
 

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara 

jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya 

adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang 

dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di 

masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. 

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah 

laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat 

berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. 

                                                             
1
Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4. 
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Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia 

lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Dapat kita lihat 

dalam kehidupan sehari-hari terutama di kota-kota besar sepeti di kota 

Makassar,  banyak  masyarakat yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan 

rutinitas harian sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak orang pasti 

membutuhkan suatu sarana untuk melepas  ketegangan akibat  berbagai 

aktivitas yang mereka lakukan. Salah satu kegiatan yang digemari oleh 

masyarakat di selah-selah aktivitas hariannya Ialah menonton film menonton 

film merupakan salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat karena 

merupakan media yang sangat dekat dengan masyarakat. 

Salah satu aktivitas yang  digemari oleh masyarakat di kota-kota besar di 

berbagai daerah di Indonesia ialah menonton film di Bioskop. Menonton film 

di bioskop digemari  karena mudah dijangkau oleh berbagai kalangan 

sehingga tak jarang banyak yang mengajak keluarga, rekan kantor, teman 

sekolah, sahabat, bahkan pacar  untuk menonton film di bioskop secara 

bersama-sama.  

Film dikategorikan sebagai salah satu produk budaya yang di dalamnya 

terkandung banyak nilai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.nilai-

nilai tersebut diantaranya, nilai edukasi, nilai estetika, nilai etika dan juga 

ideologi. Penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud sebagai wahana 

untuk Penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma- norma kehidupan 
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpedoman pada asas 

usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan 

dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri. 

Dunia perfilman berkembang pesat dari masa ke masa sebagai salah satu 

dunia penghibur yang sangat menghibur bagi berbagai kalangan hingga saat 

ini perfilman juga masih terus maju dengan di dukungnya berbagai tekhnologi 

sehingga membuat film tersebut semakin nyata adanya. Perfilman memasuki 

masa-masa kejayaan di bioskop-bioskop yang tersebar di berbagai daerah di 

Indonesia baik itu film lokal maupun Internasional. 

Perpaduan antara elektronik yaitu internet serta hiburan yaitu film maka 

orang memutar otak untuk mengonsumsi secara gratis ataupun dengan maksud 

spoiler berbagai macam film yang sedang mereka tonton di Bioskop. Hal ini 

menyebabkan kerugian bagi pencipta. Oleh karena itu, pemerintah membuat 

Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta. yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3), 

bahwa: setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

dilarang melakukan penggandaan dan/ atau Penggunaan secara komersil 

Ciptaan. Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya menghargai 

karya ciptaan orang lain. Selain itu, perbuatan ini juga dapat dikategorikan 

sebagai pembajakan. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau 

produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 

penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 



 

 

4 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang 

dimaksud pembajakan ialah penyebarluasan konten yang memuat Hak Cipta 

tanpa seizin pemegang Hak Cipta dan dengan maksud komersil.
2
 

Namun, dengan adanya media sosial berbasis internet membuka peluang 

baru terhadap pelanggaran batasan-batasan Hak Cipta karya sinematografi 

atau Film di bioskop. Maraknya perekaman Film di bioskop tanpa izin 

menggunakan smartphone dan mengunggahnya ke media sosial dengan bebas 

dan tanpa adanya niatan komersilpun dapat di kategorikan sebagai 

pelanggaran Hak Cipta sejauh apabila Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta 

merasa dirugikan.  

Tindakan perekaman dan penyebarluasan Film di Bioskop melalui media 

sosial tanpa izin (secara illegal) ini dapat memberi bocoran (spoiler) yang 

menurunkan minat masyarakat untuk menonton secara langsung suatu karya 

Film di bioskop sehingga potensi keuntungan yang seharusnya diterima 

Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film tersebut menjadi tidak 

maksimal. 

Kerugian Hak Ekonomi yang dialami oleh Pencipta dan atau Pemegang 

Hak Cipta inilah yang dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi kepada pelaku 

tindakan pelanggaran Hak Cipta Film di Bioskop melalui media sosial. Selain 

itu, Undang- Undang  No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

                                                             
2
Lawrence Alvin Wimantha,”Pelanggaran Hak Cipta Film Di Bioskop Melalui Media Sosial”, diakses dari 

http://repository.unair.ac.id/72169/, pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.50. 

http://repository.unair.ac.id/72169/
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Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  

yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan terobosan 

bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di 

Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di 

dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law. 

Sebagaimana layaknya Cyber Law di negara-negara lain, undang-undang 

Informasi & Transaksi Elektronik ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak 

hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga 

berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, 

yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah 

Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam UU ITE  Pada 

awalnya kebutuhan akan Cyber Law di Indonesia berangkat dari mulai 

banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. 

Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen, terutama 

konsumen akhir (end-user) diberikan perlindungan hukum yang kuat agar 

tidak dirugikan, mengingat transaksi perdagangan yang dilakukan di dunia 

maya sangat rawan penipuan. 

Dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk 

dalam agenda Dewan Perwakilan Rakyat sejak hampir sepuluh tahun yang 

lalu, terus mengalami penambahan disana-sini, termasuk perlindungan dari 

serangan hacker, pelarangan penayangan content yang memuat unsur-unsur 

pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan 

lain sebagainya. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-
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perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis 

perbuatan yang dilarang. 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara 

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian 

pribadi. Wayne LaFarve mengatatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada 

diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Demikian halnya Sudjono 

Dirdjosisworo mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan mantap 

tidaklah semata-mata dapat diukur dari jumlah peraturan tertulis yang 

dikeluarkan dan luasnya bidang-bidang kehidupan yang diatur juga penting. 

Akan tetapi hanya akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajad formil 

belaka. Didalam segi materilnya lebih banyak diperlukan penggarapan mental 

yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri. Tanpa kegiatan 

tersebut, maka kesulitan-kesulitan besar akan dihadapi didalam penegakan 

hukum.
3
 

Pasal 32 UU ITE  juga mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk 

melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan 

transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau 

mentransfer) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik 

tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas 

perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU ITE. 

                                                             
3
 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,(Makassar: SAH 

MEDIA,2017),hlm.45 
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Sulawesi Selatan Khususnya kota Makassar menjadi salah satu daerah 

yang pengetahuan masyarakatnya masih minim akan bahaya hukum yang akan 

menjerat apabila melakukan spoiler (membeberkan) cuplikan hasil ciptaan 

orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin orang tersebut atas film karyanya  

di Bioskop. Oleh karnanya masih ada saja yang melakukan spoiler meski 

sudah diperingatkan sebelum pemutaran film dimulai. 

Melihat latar belakang diatas,peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisa permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Spoiler Di Kota Makassar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah tindakan spoiler (beberan) penonton terhadap film yang 

ditayangkan di Bioskop Cinema XXI kota Makasar memenuhi unsur 

tindak pidana? 

2. Apakah bentuk sanksi yang diterapkan kepada penonton yang melakukan 

spoiler (beberan) terhadap produk film yang ditayangkan di Bioskop di 

Kota Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Proses Hukum yang di terapkan oleh 

pihak Bioskop Terhadap Pelaku Kejahatan Spoiler di Kota Makassar 

Khususnya di Bioskop Cinema  XXI. 



 

 

8 

2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang  

Nomor.28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Pasal 32 

ayat (3) Undang-Undang  No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Elektronik sejalan dengan penerapan yang dilakukan oleh pihak Bioskop 

di Kota Makassar. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia Khususnya yang 

menyangkut Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta dan Undang-Undang 

Informasi & Trasnsaksi Elektronik.Dapat memberikan informasi dan 

bahan/ literature bagi para pembaca tentang Tindak Pidana Spoiler. 

2. Secara Praktis 

Dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dan aparat penegak hukum 

dalam rangka Penanganan Perkara Tidak Pidana Spoiler. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUH- 

Pidana), tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana 

disinonimkam dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 

delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai 

berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.4 

Pembentuk undang-undang Indonesia sekarang ini, dalam melakukan 

perubahan terhadap pasal-pasal KUH Pidana menggunakan istilah tindak 

pidana. Rumusan baru Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

yang perubahan dan penambahannya berdasarkan Undang-Undang No. 4 

Tahun 1976,
5
  menentukan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-

undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah 

Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat 

udara Indonesia.” Juga dalam Undang-Undang Pidana diluar KUHPid 

                                                             
4 Teguh Prasetyo,Hukum Pidana ,( Jakarta: Rajawali Pers,201) hlm. 47 
5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan 

Pidana, kejahatan Penerbangan, dan kejahatan terhadap Sarana/prasarana  Penerbangan (LN 1976-26). 
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telah umum digunakan istilah tindak pidana, misalnya Undang-undang 

tentang tindak pidana Korupsi. 

Menurut Clark, Marshall dan Lazell Tindak Pidana meliputi seluruh 

perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat 

dan diancam oleh negara melalui hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga 

hal. Pertama, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan 

tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk 

melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan ancaman pidana 

tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang 

kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.
6
 

Di kalangan penulis Indonesia, yang menggunakan istilah tindak 

pidana antara lain Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang terlihat dari 

judul bukunya “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”.
7
 

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaarfeit) memuat 

beberapa unsur yakni: 

1. Suatu perbuatan manusia; 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang; 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

                                                             
6
Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum 

Pidana,(Jakarta:Prenadamedia Group,2016), hlm. 16-17 
7
WirjonoProdjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,(Jakarta:Eresco,1974),cetakan 

ke-2,hlm. 1. 
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Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defnisi 

strafbaarfeit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan 

mengenai strafbaarfeit itu sendiri, yaitu: 

1. Perbuatan Pidana 

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah strafbaarfeit dengan 

perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” 

menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang 

menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya 

dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 

“perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat 

berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. 

2. Peristiwa Pidana 

Istilah ini pertamakali dikemukakan oleh Prof. Wirjono 

Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, 

istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD 

Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, 

pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada 

suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia 

maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-

hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan 

peristiwa alam. 

3. Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit adalah 

diperkenalkan oleh pihak pemerintah  Departemen Kehakiman. Istilah 
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tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan 

gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga 

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya 

dia, dia telah melakukan tindak pidana. 

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang 

sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih 

condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan 

oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh 

Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu 

menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu 

sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.
8
 

Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana 

Indonesia yang tidak sepakat dengan strafbaarfeit menjadi tindak 

pidana. Adapun alasannya ialah sebagai berikut: 

a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah 

yang dapat dijatuhi pidana; 

b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan 

pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti 

kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain; 

c. Istilah strafbaarfeit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau 

diterjemahkan secara harifiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, 

oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan feitterzake 

                                                             
8Teguh Prasetyo,Op.Cit.,hlm. 48-49 
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van helwelkeenpersoonstarbaar is yang berarti peristiwa yang 

menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah criminal act lebih 

tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.
9
 

Stafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat 

tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di 

dalamnya. 

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana 

pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif 

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan 

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh 

hukum). 

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Delik 

formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, artinya rumusan 

dan perbuatan jelas. Misalnya, Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau 

perbuatan curang/bedrog. Sedangkan delik materil adalah delik yang 

perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebutkan 

                                                             
9 Andi ZainalAbidin,”Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana”,makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 No. 1 Maret 2005, Dirjen 

Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm.53-54 
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rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang 

pembunuhan.
10

 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Setelah mengetahui pengertian dan Jenis-jenis  yang lebih mendalam 

dari tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat 

unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur objektif  

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si 

pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 

1. Sifat melanggar hukum. 

2. Kualitas dari si pelaku. 

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan 

jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 

atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP. 

3. Kausalitas 

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat. 

b. Unsur subjektif. 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di 

hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala 

                                                             
10

RusselButarbutar, Komplikasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat,(Bekasi : Gramata 

Publishing, 2016) hlm.2-3 
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sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan(dolus atau culpa). 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 

ayat (1) KUHP. 

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih daluhu. 

5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP. 

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang 

menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. 

Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak 

pidana, masalah tersebut adalah: 

a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana 

(Bijkomendevoorwaardestrafbaarheid); contoh Pasal 123,164, dan 

Pasal 531 KUHP. 

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana (Voorwaarden van vervolgbaarheid); contoh Pasal 310,315, 

dan 284 KUHP. 

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan 

unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya 

kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan 

unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka 
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perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno, unsur atau 

elemen perbuatan pidana terdiri dari: 

a. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan). 

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak 

terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang 

dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan 

bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya 

adalah seorang PNS. 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan 

itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa 

keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah 

dengan dilakukan di muka umum. 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu 

seorang terdakwa telah dapat diangggap melakukan perbuatan pidana 

yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi 

ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 315 ayat (1) 

KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling 

lama dua tahun depan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut 

menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima 

tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.  
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d. Unsur melawan hukum yang objektif.  

Unsur melawan hukum yang menunjuk keadaan lahir atau 

objektif yang menyertai perbuatan. 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku 

kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat 

“dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan 

hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi 

tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat 

hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian 

dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak 

dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang 

untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut 

hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.
11

 

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas 

unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur 

yag terdapat diluar dari manusia, yaitu berupa: 

a. Suatu tindakan, 

b. Suatu akibat, dan  

c. Keadaan (omstandigheid). 

                                                             
11

Teguh Prasetyo, Op Cit.Hukum Pidana,hal.50-53 
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Kesemuanya itu dilarang dan diancam hukuman dalam undang-

undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat 

berupa: 

a. Kemampuan dapat dipertanggunjawabkan (toerekeningsvaatbaarh-

eid); 

b. Kesalahan (schuld).
12

 

J.M.Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-

undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan 

dengan sengaja dank arena kealpaan antara kejahatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan arena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si 

pelaku itu dinamakan “bagian subjektif” bagian yang bersangkutan 

dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan didunia luas pada 

waktu perbuatan itu dilakukan,dinamakan “bagian objektif”. Ahli 

hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya 

D.Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak 

pidana yang lebih terinci, yaitu:
13

 

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia 

(menselijkegedraging). Berupa berbuat atau tidak berbuat (eendoen 

of nalaten). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan 

(daadstrafrecht). Cogitationispoenamnemopatitur (tidak seorang 

pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya). 

2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat 

pada delik material. 

                                                             
12

Leden Marpaung, Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 10 
13

FransMaramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.65,66.  
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3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud 

(oogmerk), sengaja (opzet), dan kealpaan (onach-zaamheidatau 

culpa).  

4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan 

objektif (objektieveomstandigheden), misalnya penghasutan (Pasal 

160) dan pengemisan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) 

hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum  (in het 

openbaar).  

5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk 

dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: jika pecah perang ; Pasal 

164 dan 165; jika kejahatan itu jadi dilakukan; Pasal 345 ; kalu 

orang itu jadi bunuh diri; Pasal 53; jika kemudian orang itu 

meninggal. 

6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang 

khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum 

(wederrechtelijk), tanpa wewenang (zonderdaartogerechtigdtezijn), 

dengan melampaui wewenang (overschrijving der bevoegheid).  

7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsure tertulis. 

Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang 

mencantumkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: 

dalam waktu perang (tijd van oorlog).
14

 

Unsur-unsur strafbaarfeit menurut Van Hamel meliputi 

perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas 

legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan taatbestand dalam 

hukum pidana Jerman melawan hukum bernilai atau patut dipidana 

yang mungkin sejajar dengan subsocialiteit atau het subsociale ajaran 

M.P. Vrij, atau barangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum 

                                                             
14

Ibid.,hlm.19. 
14

H.A.Zainal Abidin Farid, hukum pidana 1, Jakarta:2010,hlm.225. 
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materil yaitu: kesengajaan, kealpaan kelalaian dan kemampuan 

bertanggung jawab
14 

 

B.  Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual 

a. Pengertian Hak Cipta  

Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk 

menggandakan atau memperbanyak suatu karya Cipta. Istilah hak 

(copyright) tidak jelas siapa yang pertamakali menggunakannya, tidak ada 

satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya 

pertamakali. Menurut Stanlay Rubenstain, sekitar 1740 tercatat pertamakali 

orang menggunakan istilah copyrigth
.
.
15

 Dinyatakan “kurang luas” karena 

istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan”arti, seolah-

olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para 

pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, 

sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga menyangkut 

karang mengarang.  

Hak cipta sebagai salah satu bagian daripada hukum positif yang 

diperkenalkan dan diberlakukan pertamakali oleh pemerintah Belanda di 

Indonesia,sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau 

sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 

Khususnya di bidang hukum, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang 

                                                             
15

 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah,2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan 

Praktiknya di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm .47 
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tidak kecil dala kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang 

giat-giatnya kita lakukan.
16

 

Hak Cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang 

melindungi ciptaan manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014  Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak 

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
17

 

Hak Cipta merupakan hak moral dan hak eksklusif bagi pencipta 

atau hak eksklusif bagi penerima hak untuk menerbitkan, menggandakan 

dalam bentuk apapun, menerjemahkan, adaptasi, aransemen, transformasi,  

distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan suatu 

karya. Dilakukan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

melakukan hal tersebut sesuai dengan perlindungan yang di tetapkan dalam 

undang-undang.  

                                                             
16

 Shopar Maru Hutagalung,2002, Hak Cipta kedudukan dan peranannya dalam pembangunan, 

Jakarta, Akademika Pressindo. Hlm 14. 
17

Khoirul Hidayah, Op.Cit.hal. 5 
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Yang dilindungi oleh Hak Cipta: semua hasil karya tulis, ceramah, 

kuliah, pidato, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, lagu, musik, drama, drama musikal, tari, koreografi, 

pewayangan, pantonim, karya seni rupa, karya seni terapan, karya 

arsitektur, peta, karya seni motif, karya fotografi, potret, karya 

sinematografi, kompilasi data, permainan video dan program komputer. 

Masa berlaku hak moral ialah tanpa batas waktu sedangkan hak 

eksekutif ialah selama Pencipta (Perseorangan/kelompok) Hidup dan 70 

Tahun setelah Pencipta Meninggal. Pencipta Badan Hukum 50 Tahun 

setelah diumumkan.
18

 

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting 

dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai 

kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta 

harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. 

Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang 

pemilik hak cipta.
19

 

Dalam Hak  Cipta tidak terlepas dari dua hak yang terkandung 

didalamnya,  

a. Hak Moral 

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan 

hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan 
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/id/learn/jenis-jenis-kekayaan-intelektual/ (diakses pada 1 Februari 2020, pukul 15.03). 
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menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan 

dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.
20

 Sifat Pribadi yang terkandung 

didalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau 

ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang 

dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan atas karya ciptaannya dan untuk mendapatkan 

penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral 

tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung 

antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya kepada orang lain, 

sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka 

pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak 

cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya 

Konsep hak moral merupakan ketentuan yang tercantum dalam 

konvensi Berne, Ketentuan tersebut dimasukkan dalam konvensi Berne, 

yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada pasal 6 bis. 

Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan 

menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada 

pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama 

dengan lamanya perlindungan hak cipta. selain tercantum dalam 

konvensi Berne, hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional 

tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 7 ayat (2) deklarasi tersebut 

menyebutkan,”Everyone has the right to the protection of the moral and 
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material interest resulting from any scientific, literay or artistic 

production og which he is author”
21

   

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

tepatnya pada pasal 5 ayat (1), hak moral melekat secara abadi pada diri 

pencipta untuk:  

a) Tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubunga 

dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. 

b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya. 

c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 

d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan. 

e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi 

ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 

kehormatan diri atau reputasinya.
22

 

 

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau 

reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau 

penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka 

hak m  oral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karna 

bersifat pribaadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang 

berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya 

dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada 

pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal. 

Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak sebagai berikut.
23

 

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya  

nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan 

penemunya  

2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan 

tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya. 
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 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada 

ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan 

kepatutan dalam masyarakat. 

 

b.  Hak Ekonomi 

Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan 

yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya kepentingan-

kepentingan yang bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, 

merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu 

bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu 

mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan  tersebut merupakan suatu 

bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak terwujud.
24

  

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

hak itu disebut hak ekonomi atau economy rigts. Hak ekonomi 

merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 

(1) Undang-Undang No. 228 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur 

bahwa: 

Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk 

melakukan: 

a. Penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. Penerjemahan Ciptaan; 
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d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian 

Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. Pertunjukan Ciptaan; 

g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaaan; dan 

i. Penyewaan ciptaan. 

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib 

mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. oleh karenanya, 

setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara 

komersial   

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan 

intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta, jenis  hak ekonomi lebih 

banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi 

pada hak cipta adalah sebagai berikut:
25

 

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau 

penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir 

sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan 

bahan-bahan yang sama amaupun tidak sama, termasuk 

mengalihwujudkan ciptaan.  

2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke bentuk 

lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel 
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jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama pertunjukan 

dijadikan drama radio. 

3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaraan, 

penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat 

dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa orang lain.  

4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, 

mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan dibidang 

seni oleh musisi,dramawan,seniman,atau pragawati. 

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib 

mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karenanya, 

setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilrang 

melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan Ciptaan secara 

komersial. 

Hak ekonomi memiliki jangka waktu, ide mengenai pembatasan 

jangka waktu Hak Cipta, Sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis 

tiap-tiap hak kebendaan termasuk Hak Cipta memiliki fungsi sosial. 

Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan Hak 

Cipta, maka diharapkan Hak Cipta itu tidk dikuasai dalam jangka waktu 

yang panjng di tangan Pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. 

sehingga, dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai 

pengejawantahan dari asas taip-tiap hak memiliki fungsi sosial.
26
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

memberikan pembatasan jangka waktu berlakunya hak ekonomi, 

khusus untuk Ciptaan: 

a. Buku, pamflet,dan semua hasil karya tulis lainnya; 

b. Ceramah,kuliah,pidato,dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, darama musikal, tari,koreografi,pewayangan,dan pantonim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat,patung,atau kolase; 

g. Karya arsitektur; 

h. Peta ; dan 

i. Karya seni batik atau seni motif lain,  

Berlaku selam hidup pencipta dan terus berlangsung selama 

70(tujuh puluh) tahun setelh Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 

tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 

Selanjutnya, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 

pertamakali dilakukan yakni khusus ciptaan: 

a. karya fotografi; 

b. potret; 

c. karya sinematografi; 

d. permainan video; 



 

 

29 

e. program komputer; 

f. perwajahan karya tulis; 

g. terjemahan, tafsir,saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil tarnsformasi; 

h. terjemahan, adapasi, aransemen, transformasi atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan program komputer atau media lainnya; dan 

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli, 

 Hak ekonomi sebagaimana disebutkan diatas, dapat beralih atau 

dialihkan. Hal tersebut sebagai konsekuensi bahwa hak ekonomi yang 

merupakan bagian dari hak cipta merupakan hak kebendaan, yaitu benda 

bergerak tidak berwujud. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dapat 

beralih atau dialihkan dengan cara: 

a. pewarisan; 

b. hibah; 

c. wakaf; 

d. wasiat; 

e. perjanjian tertulis; atau  

f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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b. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights 

(IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada 

seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan 

intelektual manusia. WIPO (World Intellectual Property Organization), 

sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah 

Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi sebagai berikut:
27

 

“Kekayaan intelektual mengacu pada kreasi pikiran: penemuan, karya 

sastra dan artistik, dan simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan 

dalam perdagangan”. (Intellectual property (IP) refers to creations of the 

mind: inventions,literary and artistic works, and simbols, names, images 

and designs used in comerce). 

Definisi diatas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan 

kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, 

gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan. 

Hak Kekayaan Intektual  merupakan jenis benda bergerak tidak 

berwujud (intangible movables) yang dikenal pertamakali pada negara 

dengan sistem hukum anglosaxon (common law system). Hak Kekayaan 

Intektual bisa dikatakan  sebagai benda (zaak dalam bahasa Belanda) 

sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L. J Van 

Apeldorn.
28

benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum. Objek 

hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subjek hukum (orang 

atau badan hukum) dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, 

karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dari 

pengertian tersebut, benda diartikan segala sesuatu yang dapat menjadi 
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objek hukum atau dapat “dihaki” oleh orang yang menurut hukum dan 

mempunyai nilai ekonomi, sehingga Hak Kekayaan Intektual sebagai 

benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, 

baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian khusus 

seperti lisensi.    

Perjanjian lisensi yang sering dipakai didalam peralihan Hak 

Kekayaan Intelektual adalah suatu perjanjian pemberian hak untuk 

mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual (suatu Informasi dari suatu 

sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo ,merek dan nama dagang, 

paten atau rahasia dagang) dengan imbalan pembayaran royalti atau fee 

atau premi oleh penerima lisensi (disebut sebagai lisensi  (disebut sebagai 

“licensee”) kepada yang memberikan lisensi (disebut sebagai “licensor”). 

Perjanjian ini biasanya memberikan hak ekslusif dalam bentuk 

penggunaan hak ekonomis atas Hak Kekayaan Intektual. 

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-

Undang Nomor. 13  Tahun 2016 tentang paten  yang baru (perubahan dari 

sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001) dan Undang-Undang 

Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah 

menambahkan ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual dapat dialihkan melalui wakaf. Konsep wakaf adalah 

konsep peralihan benda yang mengadopsi dari hukum Islam. Peralihan 

kepemilikan benda oleh seseorang yang diberikan kepada kelompok  
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masyarakat tertentu untuk dimanfatkan sebagai kepentingan umum 

(kepentingan dijalan Allah). Secara konsep hukum, peralihan HKI melalui 

wakaf dapat dibenarkan, namun bagaimanakah teknis pelaksanaannya, 

tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena akan melibatkan 

beberapa pihak, seperti lembaga manajemen kolektif, penerbit, pencipta, 

pengelola wakaf (wakaf Hak Cipta). Sedangkan untuk wakaf paten akan 

melibatkan dirjen Hak Kekayaan Intektual, pemilik paten, pengelola wakaf 

dan perusahaan pemegang lisensi paten.
29

 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2002 

menegaskan Hak cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima 

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) UU Hak 

Cipta 2002 menegaskan, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 

ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30

 

Sebagai hak eksekutif (exlusife rights),  hak cipta mengandung dua 

esensi Hak,yaitu.
31

hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral 

rights). Kandungan hak ekonomi meliput hak untuk mengumumkan 

(performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights). 
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Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya 

dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah 

ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim 

disebut right of paternity dan right of integrity. 

 

C. Hubungan Hukum antara Pencipta Film dengan Pengelola Bioskop 

Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau 

lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak 

yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum 

sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial 

memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau 

menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya 

kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.
32

 

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: segi bevoegdheid 

(kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban. 

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau 

badan hukum) dinamakan hak.
33

 

Dalam hubungan hukum antara pencipta film dalam hal ini produser 

film  dengan pengelola bioskop tidak terlepas dari prsoses yaitu  

pendistribusian. Distribusi film adalah seni yang tak tampak karena 

sepenuhnya berjalan dibelakang layar, jauh dari hiruk pikuk produksi dan 

sorotan publik. Untuk Pendistribusian film secara legal maka diperlukan 
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Lisensi (Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk 

dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa 

kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa
 

yang dilisensikan). 

Oleh karena itu, terkait hubungan hukum antara pencipta film dengan 

pengelola bioskop dapat kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 80 Ayat (1) yaitu pemegang Hak 

Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan 

Pasal 25 ayat (2).  

Sebagaimana dijelaskan Pasal 9 ayat (1) bahwa, Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi 

untuk melakukan: Penerbitan Ciptaan,Penggandaan Ciptaan dalam segala 

bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau 

Pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, 

Pertunjukan Ciptaan,Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan 

Penyewaan Ciptaan. 

Kemudian, setelah pengelola bioskop telah memperoleh lisensi dari 

pencipta film maka, pengelola bioskop telah memiliki hak untuk menyiarkan 

atau mempublikasikan hasil karya daripada pemilik hak cipta sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 

tetang Hak Cipta dalam hal ini Pasal 80 ayat (1). Oleh karena itu, jelaslah 
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hubungan hukum antara pencipta film (pemegang hak cipta) dengan pengelola 

bioskop.  

Awal mula kesepakatan antara pencipta film dengan pengelola bioskop 

dimulai dari penyiapan trailer film dan surat pengajuan request tanggal oleh 

pencipta film yang ditujukan untuk bioskop lebih tepatnya dibagian 

programming/pengajuan film Indonesia kemudian akan disambungkan ke 

bagian extension asisten darisitu akan diatur jadwal meeting untuk pengajuan 

film. Setelah film disetujui maka pihak pengelola akan membuat kontrak 

kerjasama. Penjualan tiket di bioskop dibagi 50/50 setelah pemotongan pajak 

15%.
34

 

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 

Makassar Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar 

dalam hal ini pasal 21 huruf (a) menyatakan bahwa Pertunjukan film/bioskop 

ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen),oleh karena itu berdasarkan pasal 

80 ayat (5) bahwa besaran Royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan 

berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. 

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa, antara pemegang hak cipta dan 

penerima lisensi (pengelola bioskop) membagi keuntungan 50% -50% antara 

pemegang hak cipta dan penerima lisensi setelah dikurangi 15% sebagai 

retribusi pajak sebagaimana diatur dalam PERDA Kota Makassar Nomor 3 

Tahun 2010. 
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D. Spoiler 

a. Pengertian Spoiler 

Menurut Wikipedia,beberan (bahasa Inggris: Spoiler) adalah tulisan 

atau keterangan mengenai suatu cerita, yang membeberkan jalan cerita 

tersebut. Membaca beberan dari suatu cerita dapat menyebabkan 

berkurangnya kesenangan membaca cerita itu, karena kesenangan 

membaca sebuah cerita biasanya tergantung kepada dramatisasi atau 

ketegangan yang ditimbulkan oleh cerita tersebut. Biasanya dalam media 

massa maupun Internet, beberan disembunyikan dengan cara tertentu, 

sehingga hanya terbaca oleh yang ingin melihat beberan tersebut.
35

 

Pemanfaatan media online sesunggunya ditujukan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan UUD NKRI 

1945, lebih dari itu, pemanfaatan media online sendiri harus dilandasi oleh 

Kepastian Hukum, manfaat, kehati-hatian dan itikad baik. Dalam 

kaitannya dengan persoalan tersebut, penyebaran/pembeberan  film di 

Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang seharusnya 

hanya dimiliki secara eksklusif oleh pencipta, dan dapat untuk disebarkan 

apabila mendapatkan persetujuan dari pencipta itu sendiri. Romli J.P. 

Nasution berpendapat bahwa dalam sisttem hukum sivil law “pencipta 

memiliki hak untuk melarang perusakan atau perubahan atas ciptaannya 

yang mungkin akan merusakan legitemasi dari ciptaan itu sendiri”.
36
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Fabelia juga berpendapat bahwa, Spoiler adalah tulisan atau 

keterangan yang membeberkan/membocorkan cerita sebuah buku,film, 

game,software, atau media lainnya. spoiler dalam dunia IT, adalah pesan 

berupa teks atau gambar yang menerangkan bagian tertentu dari sebuah 

media/software. Ia kemudian disebut spoiler karena dapat mengejutkan 

orang yang belum pernah melihat atau menggunakannya.
37

 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

yang dimaksud pembajakan ialah penyebarluasan konten yang memuat 

Hak Cipta tanpa seizin pemegang Hak Cipta dan dengan maksud komersil. 

Namun, dengan adanya media sosial berbasis internet membuka peluang 

baru terhadap pelanggaran batasan-batasan Hak Cipta karya sinematografi 

atau Film di bioskop. Maraknya perekaman Film di bioskop tanpa izin 

menggunakan smartphone dan mengunggahnya ke media sosial dengan 

bebas dan tanpa adanya niatan komersil pun dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran Hak Cipta sejauh apabila Pencipta dan atau pemegang Hak 

Cipta merasa dirugikan. Tindakan perekaman dan penyebarluasan Film di 

bioskop melalui media sosial tanpa izin (secara illegal) ini dapat memberi 

“bocoran” yang menurunkan minat masyarakat untuk menonton secara 

langsung suatu karya Film di bioskop sehingga potensi keuntungan yang 

seharusnya diterima Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film 

tersebut menjadi tidak maksimal. Kerugian Hak Ekonomi yang dialami 

oleh Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi 
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dasar gugatan ganti rugi kepada pelaku tindakan pelanggaran Hak Cipta 

Film di bioskop melalui media sosial.  

b. Ketentuan Pidana Spoiler dalam Undang-Undang Hak Cipta 

Dalam buku Ruslan Renggong, mengemukakan bahwa Tindak 

Pidana Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002. Undang-Undang ini dibentuk antara lain dengan mempertimbangkan 

bahwa hak cipta merupakan kekayaan Intelektualdi bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa perkembangan Ilmu 

Pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah demikian pesat sehingga 

memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian Hukum bagi 

pencipta, pemegang hak Cipta dan pemilik Hak terkait.
38

 

Dalam Undang-Undang Hak Cipta selain diatur ketentuan pidana, 

juga diatur tentang penyidikan. Penyidik yang dimaksud oleh undang-

undang ini yakni penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyidikan, penyidik 

pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri 
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sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan 

penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan 

yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil 

disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri 

sipil akan melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian 

orang, pencegahan dan penangkalan terhadap tersangka pelaku tindak 

pidana hak cipta, maka penyidik tersebut meminta bantuan kepada 

Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembuktian yang 

dilakukan dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidik, penuntut, 

pemeriksaaan di pengadilan dapat dilakukan dengan manfaat tekhnologi 

informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berikut ini dapat diuraikan unsur-unsur Tindak Pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai 

berikut: 

Pasal 113 ayat (3) 

- Setiap orang; 

- Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

- Melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g; 

- Untuk Penggunaan Secara Komersial; 

- Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau  denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 
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“Dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan 

Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam pasal 9 

ayat (1) ditentukan, pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk 

melakukan: huruf a. Penerbitan Ciptaan, huruf b. Penggandaan Ciptaan 

dalam segala bentuknya; huruf e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, 

huruf g. Pengumuan Ciptaan).
39

 
 

c. Ketentuan  Pidana spoiler dalam Undang-Undang Informasi 

danTransaksi Elektronik (ITE) 
 

Tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, diartikan bahwa 

informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronik mail), 

telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 

akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan 

transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya.
40

 

Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah yang lingkup tugas 

dan tanggungjawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, 

dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, 

kerahasiaan,kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penggeledahan 

dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan 

tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri 

setempat.
41

 

Berikut ini dirumuskan unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, sebagai berikut.
42

 

Pasal 48 ayat (3) 

- Setiap Orang; 

- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 32 ayat 

(3); 

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

Pasal 32 ayat (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjad dapat diakses oleh 

publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya).
43
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan di teliti, 

penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, 

dengan fokus pada Bioskop khususnya di Cinema XXI mall Panakkukang, 

Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar dan Polrestabes Makassar. 

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian 

tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.Di samping itu 

pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-

Empiris. Metode penelitian hukum normatif penelitian perpustakaan ini 

merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan 

pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian 

jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan 

data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-

angka. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan 

dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan judul 

penulisan skripsi ini; 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni 

melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

sebagai   berikut:  

1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 

kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian. 

2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan 

mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki 

secara seksama. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung 

dengan objek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan 

langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek 
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penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

:Staf/Pegawai di Bioskop Cinema XXI Panakkukang, pihak terkait di 

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Polrestabes Makassar. 

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang 

nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan 

mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang 

diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan 

kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tindakan Spoiler (beberan) Penonton Terhadap Film yang Ditanyangkan 

di  Bioskop Cinema XXI  yang Memenuhi Unsur Tindak Pidana 

 

 Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dimana 

pergerakan ekonominya cukup tinggi dan sebagai kota metropolitan yang 

menuju kota dunia. Perkembangan ini membawa dampak positif dan dampak 

negatifnya namun Perkembangan dan kemajuan Tekhnologi informasi yang 

demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat 

dalam berbagai bidang yang secara langsung telah menimbulkan berbagai 

macam bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain sehingga menimbulkan 

perbuatan melawan hukum salah satunya pelanggaran dalam membeberkan/ 

membocorkan (spoiler) karya cipta oranglain melalui media elektronik yang 

tentunya  merugikan pemilik Hak Cipta.  

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta 

adalah karya sinematografi. Definisi menegenai karya sinematografi dapat 

dilihat dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta 

sebagai berikut: 

“Yang dimaksud  dengan ” karya sinematografi” adalah ciptaan yang 

berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter film 

iklan,reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film 

kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita 

video,piringan video,cakram optik dan/ atau media lain yang 

memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar,televisi, atau 

media lainnya. Sinematografi merupakan salahsatu contoh bentuk 

audiovisual.” 
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Berdasarkan hal tersebut, film yang ditayangkan di bioskop  merupakan 

bentuk karya sinematografi. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya 

sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertamakali 

dilakukan pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, 

suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non 

elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suuatu ciptaan dapat 

dibaca,didengar, atau dilihat orang lain. Jadi film(sebagai bentuk karya 

sinematografi) pada dasarnya sudah dilindungi oleh hak cipta sejak pertamakali 

dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir 

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata. 

Karya sinematografi sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta 

merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dari sisi 

hak moral, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri 

pencipta untuk : 

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada                                                             

salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi 

ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan 

diri atau reputasinya. 
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Sedangkan dari sisi hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta 

memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

a. penerbitan ciptaan. 

b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. 

c. penerjemahan ciptaan. 

d. pengadapasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. 

e. pendistribusian ciptaan atau salinannya. 

f. pertunjukan ciptaan. 

g. pengumuman ciptaan. 

h. komunikasi ciptaan. 

i. penyewaan ciptaan. 

Perlu diketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi 

wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian setiap 

orang dilarang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan 

Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 

Dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta: Pengumuman adalah 

pembacaan,penyiaran ,pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun 

sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar,atau dilihat oranglain. Perbuatan 

menyiarkan ulang atau membeberkan sebuah film melalui internet dapat 

dikategorikan sebagai penyiaran (pengumuman ciptaan dalam rangka 

melaksanakan hak ekonomi) dan hal tersebut wajib mendapatkan izin pencipta 

atau pemegang hak cipta. 
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Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, setiap orang dilarang tanpa izin 

pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau 

penggunaan secara komersial ciptaan. Yang dimaksud dengan “penggunaan 

secara komersial” dalam media tekhnologi informasi dan komunikasi 

mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun 

penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari 

pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan/atau hak 

terkait dimaksud. 

Atas perbuatan menyiarkan ulang atau membeberkan (spoiler) sebuah 

film melalui internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, seseorang 

dapat dikenakan pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Setiap orang yang dengan 

tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 

pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf a, 

huruf b , huruf e dan/atau huruf g, untuk penggunan secara komersial dipidana 

dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Hafid selaku 

Manajer XXI area Makassar Timur  pada tanggal 6 Oktober 2020 bahwa;
44

  

“Telah terjadi beberapa kasus mengenai tindak pidana spoiler yang di 

lakukakan oleh penonton bioskop di Makassar, namun dalam penanganannya 

direksi bioskop hanya memberi teguran secara tertulis dan belum pernah ada 

yang dibawa atau di laporkan kepada penegak hukum khususnya kepolisian di 

kota Makassar”.   

Padahal unsur –unsur yang di lakukan para spoiler ini telah memenuhi 

unsur-unsur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang Informasi 
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dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta .  

Terkait dengan hal yang telah dikemukakan diatas maka menurut bapak 

Amran Amiruddin selaku Kabid Aplikasi Informatika pada tanggal 2 

November 2020 mengatakan bahwa;
45

 

“Sampai saat ini belum ada laporan dari para industri  perfilman yang 

dirugikan atau yang bersangkutan yang melaporkan adanya tindak pidana 

spoiler (pembeberan) yang dilakukan penonton di kota makassar. memang dari 

berita telah banyak beredar bahwa film yang ada di makassar ini banyak yang 

di beberkan namun kami selaku kominfo tidak dapat melakukan tindakan 

apapun sebelum adanya pengaduan dari para pihak yang bersangkutan”. 

  

B. Bentuk Sanksi yang Diterapkan Kepada Penonton yang Melakukan 

Spoiler (membeberkan/membocorkan) Terhadap Produk Film yang 

Ditayangkan di Bioskop.  

 

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Pasal 48 Ayat (3) yaitu: setiap orang; yang memenuhi 

unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (3) ; dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)  

Pasal 32 Ayat 3  yaitu :  terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik 

dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.  Jadi, sudah jelas 

bahwa para penonton yang melakukan spoiler tersebut dapat di pidana . 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 

113 Ayat (3) setiap orang ; tanpa hak dan/atau  tanpa izin pencipta atau 
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pemegang hak cipta ; melakukan pelangaran hak ekonomi pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, hurufb, huruf e 

dan/atau huruf g; untuk penggunaan secara komersial ; dipidan penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda pling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu 

miliar rupiah). Yang dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah 

pemanfaatan ciptan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk 

memeperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau dibayar. Dalam 

Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memeiliki hak ekonomi untuk 

melakukan: huruf a. penerbitan ciptaan; huruf b. penggandaan ciptaan dalam 

segala bentuknya ; huruf e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; huruf g 

pengumuman ciptaan. 

Lebih lanjut  Bapak Ahmadyani Hafid selaku Manajer bioskop XXI area 

Makassar Timur  terkait bentuk sanksi yang diterapkan oleh pihak bioskop 

terhadap penonton yang melakukan spoiler (pembocorkan/pembeberan) 

terhadap produk film yang mereka tayangkan maka beliau mengungkapkan 

bahwa; 
46

 

“ Jika memang benar ada penonton yang melakukan pelanggaran 

tersebut maka pihak bioskop akan memproses pelaku sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku. Namun sejauh ini belum ada yang sampai ketahapan  

proses hukum dikarenakan pihak bioskop masih memberi toleransi berupa  

melakukan penyitaan  ponsel/alat perekam dan memberikan surat pernyataan 

untuk tidak melakukan perbuatannya lagi dan jika ternyata di kemudian hari 

penonton tersebut mengulangi perbuatannya maka pihak Bioskop tidak akan 

mentolerir lagi dan akan langsung meneruskan ke pihak berwajib sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku  jika memang ada yang 

melakukan perekaman tersebut.  
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Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum ada yang mengulangi 

tindakan spoiler tersebut sehingga kasus spoiler di kota makassar belum ada 

yang mendapatkan sanksi / atau hukuman seperti yang tertera pada undang-

undang  yang berlaku walaupun tindakan para spoiler tersebut telah memenuhi 

unsur pidana.  

Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Julianus Mangampa, Selaku 

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Makassar pada 

tanggal 3 Desember 2020  terkait dengan kasus spoiler yang terjadi di kota 

Makassar;
47

 

 “Bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah menangani kasus 

tersebut dikarenak an sampai saat ini belum ada laporan yang masuk mengenai 

kasus tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa, terkait dengan Undang-Undang 

Hak Cipta ini termasuk dalam delik aduan jadi manakala polisi menemukan 

kasus tersebut dilapangan mereka tidak dapat melakukan penegakan hukum 

bilamana tidak ada aduan dari pemegang hak atas ciptaannya tersebut. Jadi 

pada prinsipnya polisi tidak dapat melakukan penangkapan karena tidak ada 

pengaduan dari pihak pemegang hak cipta.  Dan jika ada para pihak bioskop 

yang mengetahui mengenai spoiler ini dan tidak melaporkannya maka mereka 

dapat dikenakan sanksi pidana juga karena membiarkan terjadinya tindak 

pidana”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur 

tentang ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar yaitu delik aduan, 

dimana yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu 

pencipta atau penerima ciptaan atas suatu hasil karya yang diakui oleh 

Undang-Undang Hak Cipta setelah dilakukan pendaftaran terhadap hak cipta 

tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya sudah diatur bahwa 

pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (UU Nomor 6 Tahun 1982), 
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kemudian dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran hak 

cipta merupakan delik biasa (UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 

1997,UU Nomor 19 Tahun 2002), akan tetapi dengan lahirnya Undang-

Undang hak cipta yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan 

pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni artinya setiap orang tidak 

bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang 

karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. 

 Dalam  hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat 

diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah 

menjadi korban. Maka dari itu polisi tidak dapat berinisiatif untuk 

menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan 

korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan 

tanpa menempuh jalur hukum.  

Pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak 

pelapor mengetahui bahwa kejahatan telah terjadi, atau dalam waktu sembilan 

bulan apabila ia tinggal diluar Indonesia (seperti yang diatur dalam Pasal 74 

ayat 1 KUHP). Pasal 75 KUHP juga menyatakn bahwa pengaduan dapat 

dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan. Pegaduan yang 

dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan lagi. 
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Menurut Analisa Penulis, dalam hal ini pengelola bioskop harusnya 

terbuka dalam hal tindak pidana spoiler ini agar pencipta juga mengetahui 

mengenai kasus tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar 

tidak dirugikan dengan adanya kasus tersebut dan  pelaku dapat ditindak 

dengan undang-undang  yang berlaku sehingga masyarakat akan segan untuk 

melakukan spoiler mengingat ancaman pidana Pasal 48 ayat (3), pelaku dapat 

dijerat dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) melihat hal tersebut ancaman 

pidana yang akan menjerat pelaku spoiler cukuplah berat. Oleh karenanya 

perlu ada komunikasi yang baik antara pencipta film dengan pengelola 

bioskop. 

Demikian hasil analisis penulis yang berdasarkan pada hasil penelitian 

serta pemikiran guna menjawab rumusan masalah terkait dengan tindak pidana 

spoiler. Penulis berpendapat bahwa proses penjatuhan sanksi yang dilakukan 

oleh pihak bioskop terhadap pelaku-pelaku spoiler belumlah tepat, mengingat 

sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan kejahatan membocorkan/ 

membeberkan karya cipta milik orang lain.   
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan    

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka  

dapat ditarik kesimpulan bahwa.  

1. Sanksi yang diterapkan kepada penonton yang melakukan spoiler terhadap 

produk film yang ditayangkan di bioskop XXI Mall Panakukang belum 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Pasal 32 ayat (3) 

2. Sanksi yang diterapkan kepada penonton yang melakukan spoiler terhadap 

produk film yang ditayangkan di bioskop XXI Mall Panakukang belum 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta  

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hak Cipta tentang 

pentingnya menghargai ciptaan orang lain sehingga masih banyak yang 

melakukan spoiler. 

4. Tindakan spoiler penonton terhadap film yang ditayangkan dibioskop 

wilayah Makasar yang disebarkan melalui media sosial telah memenuhi 

unsur-unsur pidana pasal 48 ayat (3). 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diungkapkan penulis, yakni:  

1. Penulis mengharapkan agar para pemegang wewenang dalam hal 

penanganan spoiler agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak 
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dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan 

mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti semula). 

2. Penulis mengharapkan agar para direksi bioskop menindak dengan tegas 

para pelaku spoiler (pembeberan) agar para pihak menjadi jerah dan tidak 

merugikan para pembuat film. 

3. Diharapkan kepada para pihak agar bijak dalam menggunakan media 

sosial dengan baik agar tdak berbenturan dengan Undang-Undang 

informasi dan transaksi elektonik. 

4. kepada masyarakat diharapkan agar dapat mengapresiasi karya pencipta 

dengan hanya membeli karya original dan mendownload film hanya pada 

situs resmi. 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO-FOTO PENELITIAN 

Adapun yang terlampir ialah foto-foto yang dijadikan dokumen guna untuk 

melengkapi penelitian ini: 

 
Gambar 1.  Lobby utama Bioskop XXI MP 

 

 

Gambar 2. Setelah wawancara dengan Bpk. Ahmadyani Hafid (Manager XXI MP) 



 

 

 

Gambar 3. Setelah wawancara dengan Bpk. Amran Amirudin (Kabid  Aptika Dinas 

Komunikasi dan Informasi ) 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Bpk. Brigadir Julianus Mangampa (kepala Sat Reskrim 

Polrestabes Makassar) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


